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ABSTRAK  
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Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya 

PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016”. Skripsi Program Studi Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Masyithah 

Umar, M.Hum. (II) Dr. H. Anwarn Hafidzi, Lc, MA.Hk.  
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Pencatatan pernikahan dilakukan untuk mendapatkan status perkawinan yang 

jelas dan memiliki kekuatan hukum. Namun sekarang pemerintah mengeluarkan 

PERMENDAGRI  Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak pengganti Buku Nikah yang dipergunakan untuk 

mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Namun status hukum 

penggunaan SPTJM ini tidaklah jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga 

untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mencoba mencari tahu 

pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar karena terkait dengan pencatatan 

pernikahan dengan dasar hukumnya. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui 

bagaimana pendapat Kepala KUA Kabupaten banjar dan bagaimana dasar hukumnya 

serta faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian emiris, dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA di Kabupaten Banjar. Penelitian yang 

dilakukan ini dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara. 

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan 

matriks.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat 

terhadap implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 

9 Tahun 2016. Lima Kepala KUA dari Kabupaten Banjar   memiliki pendapat yang 

sama mereka tidak setuju dengan adanya peraturan ini dimana dengan adanya aturan 

ini mungkin akan mengesampingkan pencatatan pernikahan. Dimana pencatatan 

pernikahan itu sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 

ayat (2). Namun Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh juga memiliki pendapat lain 

juga beliau menjelaskan bahwa aturan ini memang membantu untuk para masyarakat 

yang memang susah untuk mendapatkan identitas mereka.  




